BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

FERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ﬁ( TAHUN 2021

TENTANG

PFENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT

Menimbang :

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

a. bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko

modern merupakan pranata ekonomi dalam mendukung
pembangunan nasional vang merupakan tujuan nasional
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bag
seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengembangan
pasar tradisional, pusat perbelanjgan dan toko modern;

.bahwa dalam rangka mengantsipasi perkembangan
persaingan usaha yang semakin kompetit! agar tidak
menciptakan persaingan usaha tidak sehat, perlu dilakukan
penatasn, pembinaan dan pengembangan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern melalul pemberdayvaan
usaha mikro kecil dan menengah dengan pola kemitraan,
penggunaan teknoligi informasi e-commerce dan
pemanfaatan pola waralaba sehingga dapat meningkatkan

tarafl hidup masvarakat;

¢. bahwa.....2
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c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentiang

Penataan Dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toke Modern, yang ada saat ini masih
belum dapat mengatur secara tegas dalam melakukan
penataan, pembinaan dan pengembangan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga perlu diafur
kembali dalam peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  Tentang  Penataan,
Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelaniaan Dan Toko Modern;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomwor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan  Dacrah  Otonom  Kabupsaten  Dalam
Lingkungsn Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 1l Tanjung Jabung
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27535)

. Undang = Undang 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Perssingan Ussahs Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
J817);

. Undang-Undang Nomaot 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, Dan Menengah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang.....3
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Permerintaban Daerdh [Lembaran Negara Republik Indoriesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nomot' 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedia Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional
Pusat Perbelanjran Dan Toko Modern;

8. Peraturan Meriteri Perdagangan Nomor TO/M
Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penatsan Dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri  Perdagangan. Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013
Tentang Pedoman Penatsan Dan Pembinnan Pasar <
Tradisional, Pusat Perbelarijaari Dan Toko Modern (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

9. Peraturan Menteri Perdagangnn Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita
Negara Repulilik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

Dengan Persetujusn Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:.....4
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MEMUTUSKAN:
Merietapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.,

BAB ]
KETENTUAN UMUN

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemermntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  wrusan pemeriniahan  yang < menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Kepala Daersh yang sélanjutnya disebiit Bupati adalab
Bupati Bungo.

3. Daerah Otonom yang selanjutnyva disebut Daerah adalah ¥
kesatuan masyarakat hukum vang mempunvai baias
baths wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urisan Pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat
setemnpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistemn Negara Kesatuan Republik
Indonesin.

4. Dacrah adalah Kabuypaten Bungo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewsnangan Daerah.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Bungo

7. Pepataan adalah segaln upaya yang dilakukan oleh
Pemerinteah Daerah dalam mengatur usaha vang ada di

f.ﬂ

wilayahniva supava dapat melindungi keberadsan pasar
tradisional, usaha mikro kecil dan menengah, juga toko
binsa berdasarkan prinsip keadilan sosial den persaingan
vang sehat

8. Pembinaan.....5
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10.
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12.

5.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang
ditujulan  untuk  mewujudkan tercapainva prinsip
keadilan sosial dan persaingan vang schat dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan adalah upnva yang dilakukan oleh
Pemeriritah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
masvarakat untuk memberdayakan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern melalui pemberian
fasilitas; bimbingan, pendampingan, dan bantuan
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu baik vang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa,
pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah
termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usahe
herupa  Toko, Kios, Lapak dan Tenda vang
dimiliki/dikelola aleh pedagang kecil, menengah, swadave
masyarakal atau koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan
melalul tawar menawar.

Pusat Perbelanigan adalah suatu ares tertentu vang terdin
darl satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara
vertikal maupun ‘horisontal, vang dijual atau disewakan
kepida pelaku wusaha atau dikelola sendiri untuk
melakukan kegatan perdagangan barang.

13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha vang

digunakan untuk menjual barang dan terdiri dar hanya
satu penjual.

4. Toko Modern adalah suatu tempat dengan  sistem

pelayanan mandiri, merjual berbagal jenis barang secara
eceran vang berbentuk  Minimarket, Supermarket,
Department  Store, Hypermarke! ataupun grosir yang
berbentuk Perkulakan.

15. Kartu.....6
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15. Kartu Bukti Pedagang vang selanjutnva disingkat KBP
adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh
Pernngkat Daerah vang membidang urusan Perdagangan
dan/atau pengelola Pasar Tradisional kepada pedagang
sebagai bukt pengakuan terhadap orang yang beraktifitas
dan menggunakan Pasar Tradisional yang dikelola ofeh
Pemerintah Daerah, Badan usaha Milik Negara. Bdana
Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta sebagai
tempat melakukan kegiatan usaha,

16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan vang
memenuhi kriteria Usaha Mikro.

17. Usaha Keril adalah usaba ekonomi produktf yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha vang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan vang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
darl Usaha Menengah atau Usaha Besar vang memenyhi ¢
kriteria Usaha Kecil.

18, Usaha Menengah adalah usaha elonomi produktii vang
berdiri sendiri, vang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau caebang perusahaan vang dimiliki,
dikussai, atsu menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Keell atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tehunan,

19. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan
usaha, baik vang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yvang didirikan dan berkedudukan di daerah
atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendir
MAUpLn bersama-sama melalui kesepakatan
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi rakyat,

20. Waralaba.....7
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20, Warnlaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis
dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang
dan/atau jass vang telah terbultti berhasil dan dapat
dimarifaatkan dan/atau digunekan oleh pihak lain
berdasarkan perjanjian waralaba.

21. Remitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atds dasar prinsip
saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan vang melibatkan Pasar ‘Tradisional,
pelaku Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah dengan Usaha
Besar,

22 Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah
bangunan yvang berupa ruangan di pasar, mempunyai
dinding penyekat, stap, pintu dengan bentuk apapun juga
yang dapat ditutup dan digunakan sebagal temipat
berdagang di pasar.

23 Lapsak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar
yang beralas permanen, berbentuk hangunan memanjang
vang dilengkap dinding pembatas ruangan sebagai tempat
berjualan.

24 lzin Usaha Toko Modern vang selanjutnya disingkat 1UTM
adalah [zin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan
Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

25. [zin Usaha Pusat Perbelanjaan vang selanjutnya disingkat
IUPP adalah lzin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat
Perbelanjann vang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,

26. lmn Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional vang selanjutnya
disingkat IUPZT adalah [zin untuk dapat melaksanakan
usaha pengelolaan Pasar Tradisional vang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.

BABII... .8
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BAB 11

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Pasar Tradisional
Paragraf |
Pendirian

Pasal 2

(1] Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara. Badan
usaha Milik Daerah, koperasi dan/amu swasta dapar
mendirikan Pasar Tradisional.

(2) Pasar Tradisonal sebagaimana dimaksud pada avar (1)
herlokasi di semua sistem jaringan jalan,

[3) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada
avat (1) mengacu pada rencana tata ruang wilavah
Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Daemh atau
perdturan zonasi dan mendapat rekomendasi dan Bupati.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud peda avat (2]
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar
tradisional dan pendirian Pasar Tradisional dilaksanakan
sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Paragraf 2

Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 3
(1) Bupati melalui Perangkat Daerah vang membidangi
urusan  perdagangan melaksanakan  perencanaan
pembangunan Pesar Tradisional.

(2) Perencanaan.....9
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(H

(2)

(3

(4]

(1)

(2

Q-

Perencanaan pembangunan Pasar Tradisional
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1] meliputi
perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 4
Perencanaan fisik sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) meliputi:
a.  penentuan lokasi;
b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar;
dan
¢, sarana pendukung.
Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada avar (1)
berlaku untuk pembangunan Pasar Tradisonal baru dan
relokasi pasar Tradisional lama.
Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dan huruf ¢ berlaku untuk revitalisasi Pasar
Tradisional lama.
Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, terdiri dari:
kemetrologian / penteraan,
sarana komunikasi;
area bongkar muat dagangan;
ruang terbuka hijau,
ruang penitipan anak dan ibu menyvusui;
alat transportasi/tangea /sistem, eskalator/lift;
area merokok; dan
sarana liinnya yang diperlukan.

PR M™e a0 TP

Pasal 5

Perencanaan non fisk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) merupakan pelaksanaan kegiatan sesual
dengan standar operasional prosedur,
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. sistem keamanan dan ketertiban,
b. sistem kebersihan dan penanganan sampah;

C. sistem.....10
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<. sistem perparkiran;

d. sistem pemeliharaan sarana pasar; dan

e, sistem penanganan kebakaran,

Ketentuan lebih lanjut mengenal standar operasional
prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati,

Paragral 3

Pelakasnasan Pembangunan Pesar Tradisional oleh Pemerintalh

(1]

(2]

(3

(1)

(2)

Daerah

Pasal 6
Bupat melalui Perangkat Daerah yang membidangi

urusan perdagangan melaksanakan pembangunan Pasar
Tradisional.

Perangkat Daersh yang membidangi urusan perdagangan
dalam melaksanakan pembanpunan Pasar Tradimonal
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama
dengan Pihak Ketiga.

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pade
avat (1) dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada avat
(2) dilaksanakan sesuai dengan perstUran perundang
undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Ketertiban Dan Keamanan

Pasal 7
Ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar Tradisional

menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar,
pedagang pasar maupun pedagang vang berada di dalam
kawasan pasar.
Pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pasar Tradisional
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab kepala Perangkat Daerah yang membidang urusan
perdagangan.

(3) Ketertiban,....11
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{3] Ketertiban dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 5
Kebersihan Dian Kenyvamanan

Pasal 8

(1) Pemeliharaan kebersihan dari kias, lapak,
selasar/kondor/gang dan sarana pendukung lainnya yang
herada di dalam kawasan Pasar Tradisional ke tempat
penampungan sementare  menjadi  Enggung  jawab
horsamp antara pengelola Pasar Tradisional, peédagang
Pasar Tradisional maupun pedagang yang berads di dalam
kiawasan Pasar Tradisional.

2] Pengambilan sampah dari  tempat  penampungan
sementara ke tempat  penampungan akhir menjadi
tanggung jawab Perangkat Daemah yang membidang
urusan kebersihan dan persampahan.

(3] Kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragrafl 6
Tata cara Penetapan Pedagang Pasar Tradisional

Pasal 9

(1) Setiap omng dapat melakukan kegiatan usaha
perdagangan di Pasar Tradisional.

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan permohonan penetapan schagai pedagang
Pasar Tradisional kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah vang membidangi urusan perdagangan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disertai
sebiga berikut;

a kartu.....12
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a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keluarga; dan
c. surat keterangan domisili dari lurah atau Rio.

(4) Perangkat Daerah vang membidangi urusan perdagangan
melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

(5] Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada avar [4)
disampaikan kepada pemohlion yang menyatakan
permohonan diterima atau ditolak.

(6] Dalam hal permohonan diterima maka pemohon
ditetapkan sebagai pedagang Pasar Tradisional.

|7) Palam hal permohanan ditolak maka hasil verifikasi
disertai dengan alasan ditolaknya permohonan.

Pasal 10

(1} Pedagang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (6] ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2} Pedagang Pasar Tradisional Sebagaimana dimaksud pada
avat (1) mendapatlan hak guna kios atau lapak

(3) Penetapan hak sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang
yang diberikan hak penggunaan kios atu lapak.

{4} Penerbitan KBP didasarkan pada penetapsn penataan
ruang sebagal tempat vang dapat digunakan untok
berdagang.

(5) KBP ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daermmh yang
membidangi urusan perdagangan.

(6) Penggunaan kios atau lapak sebagaimana dimaksud pada
ayat |2) diberikan kepada setiap pedagang paling banyvak 2
{dua) unit kios atau lapalk.

(7] Pedagang ditempatkan dengan dikelompokan berdasarkan
barang vang diperdaganghkan.

Pasal 11
(1) Masa berlaku KBFP sebagammana dimaksud dalam Pasal 10
ayut (2) selama 3 [tga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2] Pedagang..... 13
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(4

(3

{6)

(1)

(2]

13
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Pedagang vang memiliki KBP melakukan perdafiaran
ulang setiap tahun.

Permohonan perpanjangan KBP sebagnimana dimaksud
pada avar (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari
sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  dan
persyaratan pendaftaran ulang, dan perpanjangan KBP
dintur dengan Peraturan Bupati.

Pedagang vang tidak melakukan pendaftaran ulang dan
perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dikenakan sanksi administratif,

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berupa:

a. teguran hsan;

b, teguran tertulis,

c. penghentian sementara kegiatan; dan

d. pencabutan izin,

Pasgal 12
Pedagang vang sudah tidak mengguhakan kios, dan/atau
lapak, menyerahkan kembali hak penggunaan kios
dan/atau lapak kepada kepala Perangkat Daerah vang
membidangi urusan perdagangan.
Apabila pedagang meninggal dunia dan memiliki ahlt waris
sementara masa berlaku izin KBP belum berakhir, maka
KBP digunakan ahli waris sampai dengan berakhimya
Lz,
Apabila pedagang meninggal dunia dan tidalk memiliki ahli
waris, maka KBP diambil alih oleh Pemerintah Daerah
atau pihak lain pemilik Pasar Tradisional,

Pasal 13

(1) Pedagang vang memiliki KBP scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 avat (2] dapat memindahkan KBP kepada
orang lain dengan persetujuan Bupati melalui Kepala
Perangkat Daeyvah yang membidangl urusan perdagangan.

[2) Persetujuan,.... 14
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{2] Persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan dengan pertimbangan keberlanjiutan
perkembangan dan pertumbuhan Pasar Tradisional.

(3] Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat
Daerah wvang membidangi urusan perdagangan untuk
menetapkan pérsetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

() Persetujuan sebagaimana dimaksud pada avar (1)
ditetapkan dengan Keputusain Kepaln Perangksat Dacrah
yang membidangi urusan perdagangan.

Paragral 7

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tata Cara Penetapan
Pedagang Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Koperasi dan/atau Swasta

Pasal 14
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tata Cara Penetapan
Pedagang Oleh Pemerintah Daerah berlaku mutatis mutandis
bagi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tata Cara Penctapan
Pedagang Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Koperasi dan/atau Swasta,

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
Paragraf 1
Pendirian

Pasal 15
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toke Modern mengacu
pada rencana tata ruang wilavah Daerah, rencana detail
tata ruang Daerah atau peraturan zonasi dan mendapat
rekomendasi dan Bupati.

(2} Rekomendasi..... 15
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(2] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan berdasarkan keterangan dari Perangkat Daerah
vang membidangi urusan tata ruang Daerah.

(3) Rekomendasi sebageimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1] Pelaku usaha dapat mendirikamn:

ui

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern vang berdiri
sendirt; dan/atau

Toko Modern vang terintegrasi dengen  Pusar
Perbelanjaan atau bangunan /kawasan lain.

(2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan
Tokt Modemn yang berdinl sendin sebagnimana dimiksud
para ayat (2) huruf a harus melongkapi dokumen analisis
kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang
meliputi:

a.

b.

struktur penduduk menurut mata pencaharian dan
pendidikan;

tingkat pendapatan ekonomi rumah tanggn;

tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai
dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;

d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;

penyerapan tenaga kerje

ketahanan  dan  pertumbuhban Pasar  Tradisiorial
sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro,
ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
dampak positil dan negatif atas pendirian Pusat
Perbelanjaan  dan Toko Modern terhadap Pasar
Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan

tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsinlity] vang digrahkan untuk pendampingan
bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

(3) Pelaku.....16
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(3] Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern vang
terintegrasi  dengan  Pusat  Perbelamjaan atau
bangunan/kawasan laln sebagaimana dimaksud pada
avat (2} huruf b harus melenghkapi dokumen analisis
kondisi sosial ekonomi masvarakut setempat yang
meliputi:

a. wajib bermitra engan Koperasi dan Usaha Mikro;

b. penyverzpan tenaga kerja;

c. ketehanan dan pertumbuhan Pasar Tradisiotial
sebagai sarana bagl Koperasi dan Usaha Mikro;

d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Modermn
terhadap Pasar Tradisional wvang telah adae
sehelumnya; dan

e, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan
hagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Paragrafl 2
Analisis Kondisl Sosial Ekonomi Masyvaradkat

Pasal 17
(1] Analisis kondisi sosial ekonomi masyaraknt sebageimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan avat (3) dilakukan
oleh badan /lembaga independen yang kompeten,

(2) badan/lembaga independen merupakan badan/lembaga
independent yang mempunyal badan hukum,

(3) Badan/lembaga independen sebageimana dimaksud pada
avat (1) berupa lembaga pendidikan, Lembaga penelitian
atau lembaga konsultan.

(4) Hasil analisis kondisi spsial masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (2] dan ayat (3] merupakan
salah satu dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan
izn.

(5) Pelaku.....17
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(1

(2}

(3)

{4

(1)

e Tl s

Pelaku usaha yvang mendirdkan Toko Modermn secara
mandini dikecuaiikan dan kelengkapan dokumen analisis
kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan
tingkat kepadatan dan pertumbuhan pendudulk.

Bagian Ketiga
Lokasi Dan Jarak Tempat Usaha

Pasal 18
Jarak antara Pasar Tradisional dengan Pasar Tradisional

lninnya paling sedikit 2 km (dua kilo metet),

Pusai Perbelanjaan dan Toke Medern vang beraringan

hanya diizinkan di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan

kabupaten.

Pengeloln Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderri hanya

boleh memiliki toko swalayan di tiap kecamatan paling

banyak memiliki 2 {dua} unit yang sejenis,

Pendirian Pusat Perbelanjsan dan Toko Maodern wajib

memenuhi  persvaratan jarsgk tempat usaha sebagal

beriliut!

a. Mimimarket, supermarket dan Pusat Perbelanjaan non
herjaringan dan berjaringan nasional benarak paling
secdikit 1,5 km (satu koma lirna kilo meter) dari Pasar
Tradisional dan paling sedikit 1 km ([satu kilo ineter)
dari usaha sejenis.

b. departement Store dan perkulakan berjarak paling
sedikit 5 km (lima kilometer] dari Pasar Tradisional
vang terletak di jalan nasional, jalan provinsi atau
jalan kabupaten.

Pasal 19
Dalam hal dilakukan perubahan rterhadap jarak tempat
usaha sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (1) dan
ayat (4), mengacu rencana tata ruang wilayah Daerah,
rencana detail tata ruang Daerah dan diserta dengan
analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat,
(2] Analisis.....18
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(2) Analisis kondisi sosial ekonomi mayarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah
yang membidangi urusan perdagangan.

[3) Perubahan terhadap jarak tempat usalia sebagaimana
dimalksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Bagian Keempat
Perizinan
Paragraf 1

Jenis Perimnari

Pasal 20
{1] Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan meliputi:

a. lzin Usaha; dan
b. lzin Komersial atau Operasional.

[2) Setiap Pelaku Usaha vang melakukan usaha dan/atau
kegidtan di bidang perdagangan harus memiliki  Izin
Usaha.

(3] Dalam hal dipersvarathksn, untuk melskukan kegiamn
komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki
[zin Komersial atau Operasional.

[4) lzin Usaha di bidang perdagangan dipetakan berdasarkan
hode KBLI.

[5) Jenis Perizinan, nomenklatur Perimnan, dan KBLI
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi lzin Usaha dan lzin Komersial atau Operasional
dilaksanakan berpedoman dengan peraturan perundang-
undangan tentang perizinan idang perdagangan.

Paragraf 2

Pemohon dan Penyelenggaraan Pelayvanan Perizinan Berusaha

Pasal 21
(1) Pemohon Perizinan Berosaha i bidang perdagangan

terdiri atas;
a. Pelaku.,...19
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Pelaku Usaha perseorangan:
Pelaku Usaha non-perseorangan; dan
kantor perwakilan.

(2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud
pada avat [1) huruf b rerdiri atas:

b,

c.

-
®

i.

k.

TH S0 R

perseroan terhatas;

perusahsan umum;

perusahaan umum daerah;

badan hukum lainnva yvang dimiliki oleh negara;

badan layvanan umum;

lembaga penviaran,

badan usaha vang didirikan oleh vayasan;

kaperani;

persekutuan komanditer commanditaire
vennootschap),

persekutuan firma [venootschap onder firma), dan
pergsekutuan perdata.

(3] Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha meliputi:

[~

hi

n

Pendaftaran;

penerbitan  lzin Usaha dan lzin Komersinl atau
Operasional;

prosedur pemenuhan Komitmen lzin Usaha;

d. prosedur pemenuhan Komitmen lmn Komersial atau

-

Cperasional; dan
ptngawasan.

(4) Ketentuan lebth lamjut mengenai penyelenggaran
pelavanan perizinan berusaha dilaksanakan berpadoman
dengan peraturan perundang-undangan tentang perizinan
bidang perdagangan.

BABIIL. .. 20
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BABIII

PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Bupati melakulkan Pembinaan terhadap Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Bupati melimpahkan kewenangan Pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidang urusan perdagangan.

(3) Dalam hal melakukan Pembinaan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perdagangan belum mampu melakukan pembinaan umum
dan teknis, Perangkat Dagrah vang membidengi urusan
perdagangan berkoordinasi kepada Perangkat UDaerah
Provinsi yang membidangi urusan perdagangan.

(4] Dalam hal melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] terdapat keterkaitan dengan pembinann
teknis selain bidang perdagangan, Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perdagangan melakukan koordinasi
dengan Perangkat Daerah teknis selain  bidang
perdagangan.

(S) Pelimpalan kewerangan sebagaimana dimaksud pads
ayat (2] ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksannan Pembinaan
Paragral 1
Umum

Pasal 23
(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
melakukan pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

{2) Pembinaan.....21
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(2] Pembinaan sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1)
dalarm bentuk:
2. Konsultasi;
h. Bimbingan teknis: dan
sostalisasi  kebijakan dan peraturan perundang-
undangan terkait dengan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.
{3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berkoordinasi dengan Perangkal Daerah terkait

Paragmaf 2

Konsuliasi

Pasal 24

(1] Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2]
huruf a dilakukan Perangkat Daerah vang membidang
urusan perdagangan secara efisien dan efektif untuk
meningkatkan kapasitas Pasar Tradisional, Pusat
Perbelamaan dan Toko Modern dalam menjalankan
usahanya.

(2] Konsultasi dilakukan urntuk mendapatkan petunjul,
pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap
permasalahan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern vang sifatnyae mendesak dan/atau
menyvangkut kepentingan masvarakal luas varng Dbelum
distur secara tegas dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayar (2]
dilakukan secara langsung atau tidak langsung,

Pasal 25
(1) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung. hasil
konsultasi dituangkan secara tertulis datam berita acars

hasil kensultasi,

(2] Dalam,..,,.22
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(2) Dalam hal konsultas) dilakukan secara tidak langsung.
lasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat
jawaban.

(3] Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
dan avat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perdagangan berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait

(4) Hasil lonsultasi ditindaklanjuti oleh  Pemermitah
Daerah melalui penyempumaan dan/atau penyelarasan
kebijakan daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Bimbingan Teknis

Pasal 26
(1) Bimbingan teknis sebagaimama dimaksud dalam Pasal 23

avat (2) huruf b diselenggarakan dalam rangka pembinaan
Fasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toke Moderr,

(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilekukan oleh Perangkat Dsemah yvang membidang
perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait.

(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modetrn; dan

b. himbingan teknis sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang beriaku.

(4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilnksanakan melalu kerja sama dengan perguruan
tinggl dan/fatau  lembaga pendidikan dan pelatihan
lainnva.

(5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
dan ayat (4] dilakukan sesual hketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Paragraf.... .23
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Paragral 4
Sasialisasi Kebijakan Dan Peraturan Pertindang-undangan

Pesal 27

(1) Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan
sebagnimana dimaksud dalam Pasa! 23 ayat (2] huruf ¢
dilakukan aleh Perangkat Daerah yang membidangi
perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait,

{2) Sosialisasi dilakukan ontuk memberikan pemahaman
terhudap Kebijukan Dan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku bagi pengelola Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

(3] Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujusn agar pengelola Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melakukan kegiatan
usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang beriaku.

(4] Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilakulan
sesunpi dengan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.

BAB IV

PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28
(1) Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.
(2) Pengembangan sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menciptakan kondisi  saling
menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(3) Kondisi.,...24
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(3] Koniisi saling menguntungkan sehagaimana dimaksud
pada ayat (2] dimaksudkan untul meringkatlan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagian Kedua
Petigembangan Oleh Pemernintah Daerah

Paragraf |
Umum

Pasal 20

(1} Bupari melalui Perangkat Daerah vang membidang
urusan perdagangan melakukan Pengembangan Fasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

(2] Perangkat Daerah vang membidangi urusan perdagangan
dalam melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) mempunyai tugas;

a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau
melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang
Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern:

b. memaduserasikan  perencanaan  Daerah  sebagui
dasnr penvusunan kebijakan dan strategl
Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern yang dijabarkan dalam program
Daerah;

¢. merimuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian
masalah yang timbul dalam penyelenggaraan
Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern di Daerah;

d. memaduserasikan penyusunan dan  pelaksanaan
produk hukum Daerah mengenai Pengembangan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modemn
dengan peraturan  perundang-undang yang lebih
tiriggn;

e. menyelenggarakan.....25
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e menvelenggarakan kebijakan dan program
Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modem di Daecral;

f.  mengoordinasikan Pengembangan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern di daerah;

g melakukan  pemantauan  pelaksanaan  program
Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modemn;

h, melakukan evaluasi pelaksanaan program
Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern; dan

L mengmformasikan dan menyampaikan secara berkala
hasil Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Bupati.

Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelamjsan dan

Toko Modern sébagiimana dimaksud avat (1) dilakukan

dengan memberikan:

a. Informasi usaha;

b. Kesempatan berusaha; dan

¢, Promosi dagang,
Paragraf 2
Informasi Usaha

Pasal 30
Pengembangan Pasar Tradisional dilakukan dengan
memberikan Informasi Usaha sebagaimana dimaksucd
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf &
Informasi ussha scbagaimana dimaksud pada ayar (1)
diberikan dengan cam:
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank
data dan jaringan informasi usaha;
b. mengadakan dan  menyebarluaskan  informasi
mengenal pasar, sumber pembiaysan, komoditas,
penjaminan, desain dan reknologl, dan mutu; dan

¢. memberikan. ... 26
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c. memberikan jaminan transparansi dan akses vang
sama bagl semua pedagang Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern atas segala informasi
usaha,

Pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha

sehagaimana dimaksud padas ayat (2} huruf a dilakukan

oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perdagangan.

Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada avat (2)

terdin dan informas) mengenan:

a, [Pasar;

sumber pembiavaan;

komoditas;

penjamingn,

desain dan teknologi; dan

e R

miuiti.

Pasal 31
Informas: usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
aval (3) huruf a diberikan kepada pelaku usaha dan

. PARpAN pengumuman; dan/atau
kegiatan pemberian informasi usaha,

Pemberian informasi usaha diberikan oleh Perangkat
Daerah kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat dengan
transparan dan dapat diakses dengan mudah.

Pemberian Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dilaksanakan paling sedikit setlap 3 (tiga) bulan
sekali dalam [ (gatu) tahun.

a
b. media elekronik;
C
d.

Paragral 3
Kesempatan Berusabha

Pasal 32
Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 avat (3} huruf b diberikan dengan cara:
(2] menentukan.....27
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a, menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi
pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, dan lokasi
vang wajar bagl pedagang Pasar Tradisional, Pusat
Ferbelanjaan dan Toko Modern serta lokasi lainnya;

b. melndungi usaha tertenty vang strategis vang berusaha
di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

c. mengutamakan penjualan barang dagangan pada Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Medern yang
berasal dari dalam Daerah; dan

d. memprioritaskan penggunaan barang dagangan pada
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yvang berasal dari dalam Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Penentuan peruntukan tempal usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan

mengelompokan  pedagang Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan barang

dagangan.

Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan pertimbangan pemasaran.

Pertimbangan pemasaran sebagaimana dimaksud pad

avat (3) merupakan pertimbangan vang didasarkan siklus

harang yvang kurang dibutuhkan ditempatkan di depan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

dan barang vang dibutuhkan ditempatkan setelahnya.

Pasal 33

Bupati melalui Peranglcat [Daerah yang membidangi
urusan perdagangan dapat melakukan pengembangar
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b
dengan pola waralaba.
Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memberikan dukungan kebijukan bagi Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(3) Dukungan.....28
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(1)

(2)

),

Dukungan kebijukan sebagaimana dimeksud pada ayat (2)
untuk mengembangkan usaha Pasar Tradisional, Pusat
Perbelarijaan dan Toke Modern dengan pola waralnba,
Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
uridangan yvang berlaku.

Paragral 4

Promos: Dagang

Pasal 34

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (3] huruf e dilaksanakan dengan cara;

a. meningkatkan promosi barang dagangan pada Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
Daerah unmtuk tingkat regional, nasional dan
internasional.

b. memperiuas  sumber pendanaan untuk promosi
barang dagangan pada Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modeérn.

c. memberikan bimbingan teknis mengenai promosi yang
efektil dan efisien.

d. memberikan  pendampingan  promosi  bagi  para
pedagang pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakulkan Perangkat Daerah vang membidangl urusan

perdagangan  berkoordinasi dengan Lembaga negara,
badan usaha milik negara, badan usahs milik daerah atau
badan usaha milik swasta.

Bagian Kedua

Pengembangan Oleh Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

(1]

dan Tolko Modern

Pasal 35
Pasar Tradisional, Pusal Perbelanjaan dan Toko Modern
melakukan Pengembangan antara pasar Tradisional,
Pusat Ferbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Pengembangan.... 29
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Pengembangan sebagalmana dimaksud pada ayat [1)
dilakukan dengan pola kemitraan.

Pengembangan sebagsimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan pola:

aubkontrak:

waralaba;

distribusi dan keagenan;

bagi hansil;

usaha patungan,

penyebarluasan dalam bentuk lainnya; atau
perdagangan wmum,

& NP BAD T

Pasal 36

(1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

melakukan Kemitraan dengan mengutamakan kepada
Pasar Tradisional, usaha mikro kecil dan menengah
berdasarkan pringip saling  membutuhkan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundapg-undangan.

(2) Kemitraan  sebagairrana  dimaksud pada avat (2)

mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi
dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber dava
manusia, dan teknologi.

(3) Kemitraan sebagrimana dimaksud pada ayvat (2) melalui

(1

inovasi dan pengembangan produk berorientasi elspor,
penyerapan tenaga kerja. penggunasn teknologi tepat
guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.

Pasal 37
Perangkat Dacrah yang membidangl urusan perdagangan
melakukan pendampingan kepada Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjasn dan Toke modern yang akan
melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayar (2],

(2) Perangkat..,..30
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(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
merekomendasikan  produk-produk  Pasar  Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko modern untuk dilakukan
proses  kemitraan antara  Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko modern.

(3) produk-produk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toke modern yang direkomendasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pedagang Pasar
Tradisional dan/atau usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 38
Dalam  melaksanakan kemitraan sebagaimany  dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2}, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern dilarang:
a. memiliki dan/atay menguasai usaha milro, keeil, dan
menengall menengah; dan
h. memutuskan hubungan hukum secara sepihak tidak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1} kemitraan sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 35 ayat (2)
dilakukan dengan kerjasama usaha.

[2) Kerjasama sebagmmana dimaksud pada avat (1) dibuat
dalam peranjian tertulis dalam Bahasa Indonesia
berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua
belah pihak tanpa tekanan, paling sedikit memuat hak
dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat
penyelesaian perselisiban,

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada avat (1) dalam
bentuk penerimgan  pasokan barang antara Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjpan dan Toko Modern
dilaksanakan dslam prinsip saling mengurtungkan, jelas,
wajar, berkeadilan dan transparan.

(4) Pasar.. ... 31
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(4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

(5]

(6]

(1

(2)

(3]

[4)

mengutamakan pasokan barang hasil produksi usaha
mikro kecil dan menengah Daerah selama barang tersebut
memenuhi  persyaratin ataun standar vang ditetapkan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.
Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha
milro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan hiaya
administrani pendaftaran barang,

Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem dapat

dilakukan delam bentuk kerjasama komersial berupa

peniyediaan ‘tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau
permodalan atan bentul kerjasama lain,

BAB V

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMAS| DAN
KOMUNIKASI]

Pasal 40

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi
urusan perdagangan mendayagunakan teknologi informasi
dan komunikasi dalam melakukan pengembangan
sebagnimana Pasal 28 ayar (1) dilakukan melalui sistem
informasi.
Pendayvagunaan teknologi informasi dan komunilasi
sebagnimana dimaksud pada avat (1) dengan melibatkan
UMKM dengan Pasar Tradislonal, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modemn,
Pemerintah Daerah mendaftarkan UMKM dengan Pasar
Tradisional, Pisat Perbelanjaan dan Toko Modern pada
sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat(1).
Pendavagunaan teknologi informasi dan komunikasi
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sarana
hagi UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modermm untuk saling mempromosikan produk-
produk vang diperjualbelikan.

Pasal 41.....32
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Pasal 41
UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern  berperan  aktf dalam  mempromosikan,
menggunakan dan memperjualbelikan  produk-produk
UMKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Maodemn.
Produk-produk  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengutamakar standar kualitas mutu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendavagunaan teknologi
informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dan standar kualitas mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UMEKM, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjann dan Toko
Modern yang tdak melaksanakan ketentuan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif,
Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada avat (4)
berupa:
& teguran lisan:
b. teguran rertulis;
c. penghentian semeritara kegiatan, dan
d. pencabutan izin.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 42

Bupati melakukan pengawasan terhadap penvelenggaraan
Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan  Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
Pepgawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
malipur:
a. Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; dan
b. Perzinan;
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Bupati membentuk tim pengawasan dalam melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dipimpin oleh

{5)

(61

(1)

(2}

(3)

kepala Perangkat Daerah vang mempunyai tugas

membantuy Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan

urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan Daetali
dan Tugas Pembantuan,

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

terdiri dari unsur:

a. Prrangkat Daetah yang mempunyval tugas membaritu
Bupati  dalam  penyusunan  kebijakan  dan
pengoordinasian  administratif terhadap pelaksanaan
tugas perangkat deerah serta pelavanan administratif.

b, Perangkat daeral vang miempunyal tugas membanty
Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan;

c. Asosiasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan
Tuko Modern.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayst (1) melaksanakan

pengawasan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan vang berlaku.

Pagal 43
Dalam melaksanakan pengawasan, tim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3] dibantu oleh
sekretariat.
Sekretarint sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
pada Perangkat Daerah yang mempunyail tugas membantu
Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan,
Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3} dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada avat
(1] ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIL.....34
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BAB VI

ASOSIASI

Pasal 44
Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Modern membentuk Asosiasi sebagai wadah untuk
herdiskusi, membahas, menganalisis serta merumuskan
pendapat atau saran dalam rangka meningkatkan
Pembérdavaan dan Penpgembangan serta menvelesakan
permasalahan  tertentu yang berkaitan dengan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk di tingkat Kecamatan danfatau i tingkat
Kabupaten,
Pengaturan mengenal pimpinan, keanggotaan, dan tata
keria asosiasl Pelaku Usaha ditetapkan dalam angesaran
dasar dan anggaran rumah tangga.
Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggs sthagaimana
dimaksud pada ayat (3] harus dikonsultasikan kepadna

Perangkat Dacrah yang membidang! urusan perdagangan
sebelum ditetapkan.

BAB Vil
PENYIDIKAN

Pasal 45
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintalh Dacrah diberi wewenang khusus sebagai
Penvidik untuk melakukan penyvidikan Tindak Pidana di
bidang perizinan Pasar Tradislonal!, Pusat Perbelanjaan
Dan Toko Modern sehagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a. menerma..... 35
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a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang
tentang adanya tindak pidana di bidang perizinan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Modern;

b, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
perkara;

¢. menyurih berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal din tersangha;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
melakukan pemeriksaan dan  penyitaan terhadap
barang bukti tindak pidana di bidang perizinan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

mendatungkan seorang ahli vang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. membuat dan menandatangani berita acara; dan

j. mengadakan penghentian pényidikan apabila tidak
terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang
perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjsan Dan
Tokoe Modern.

& m

Pasal 46
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
memberitahukan dimulainya penvidikan dan menvampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang distur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAR IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47
Setinp orang vang dengan sengaja membuat surat atau
dokumen palsu dengan maksud untuk memalkai atau
Menyuruh.....36
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menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan
sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk dijadikan
dokumen permohonan izin  dalam proses pengajuan
permohonan  perizinan sesuai ketentuan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayart (3), Pasal 17 ayat
(4], Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banvak
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Pasal 45
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 4 (enam} bulan atau dends paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupish).

Pasal 46
Tindak pidana sebagaimansa dimaksud delam Pasal 44, dan
Pasal 45 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Kemitraan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

(2} Penyusunan naskah perjanjian Kerja sama dapat
menggunakan jasa notaris.

[3) Naskah peganjian kerje sama sebagaimana dimaksud
pada ayar (2] dapat dikonsultasikan kepada Perangkat
Daerali yvang méempunyal tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian adiministratf
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah  sérta
pelayanan administratif yang membidang) urusan hukum.

BAB XI1.....37
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
Pusat Perbelanjean atau Toko Modern yang sudah
memililki  izin  operasional sebelum diberlakukannya
Peraturan Daerah inl tetap berlaku hingga masa izin habis
masa berlakunyva.
Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern vang sudah
beroperasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah inl wajib mengajukan |UPP atau IUTM paling
lambat | (satu) tahun sejak diundangkan Permturan
Daerah ini.
Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern vang sudah
beroperasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar
Modern {IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daergh
inl dipersamakan dengan [UPP atau IUTS sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah in,
lzin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional
sehelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan
dengan  [UP2T sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.
Pusgat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional
vang belum operasional dan belum memperoleh izin
pengelolaan atau Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUF)
sebelum  diberlakukannya Peraturen Daerah ini walib
mengsjukan permohonan untuk memperoleh [TP2T atau
IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
Pusat Perbelanjaan, Toko Modern atau Pasar Tradisional
vang telah memiliki izin lokasi vang diterinikan eleh
Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum
diberlakukannva Peratiran Daerah ini wajib memenuhi
ketentuan Peraturan Daerah ini.

(7) Pusat.....38
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[7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah
beraperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini
dan belum melaksanekan program kemitraan, wajib
melaksanakan program kemitrean dalam waktu paling
lambat 1 [satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan
Daerah ini,

(8) Peganjian kerjasama usaha antarsa Pemasok dengan
Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket
dan Pengelola Jaringan Minimarket yvang sudah dilakukan
paida saist berlakunya Peratuvan Daersh ini, tetap berlakn
sampai dengan berakhimya perjanjian dimaksud.

(9 Pusat Perbelanjasn atau Toko Modern selain Minimaricet
vang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum
dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini,
wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling
lambat 1 {satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41
dilaksanakan paling lama 6 (enam| bulan sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan,

Pasal 50
Pada sast Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Penatuan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern, dicabut dan dinvatakan tidek
brerlalon,

Pasal 51.....39
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Pasal 51

Peraturan Daerah mi  mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah in dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabuparen Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pitla tangegal 3 AGUSTUL 2021

BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 AGuwsmug 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 4 -40 [dos
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL, FUSATY
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

L UMUM

Pasal 33 avat (4] Undang-Undang Dasar Megara Republik Tahun
1945 vang merupakan implementasi darl konstitusi ekanomi tersebut
dapat dimaknai bahwa dalam melakukan proses perekonomian dalam
rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, salsh satu prinsip yvang harus
terpeniuhi adalah prinsip kebersamaan dan menjega kesatuar ekonomi
nasional. Dengan prinsip-prinsip tersebut maka diharapkan proses
perekonomian dilakukan dengan secara Bersama-sama dan saling
mendukung antara pranata ekonomi sehingga dapat meningkatkan dan
menjagd  kesatuan ckonomi nasional dalam  rangka mewujudkan
kesejahteraan umum. Salah satu Proses perekonomian tersebut vaity
atlanva proses perdagangan di pasar tradisional, 1oko modem dan toko
swalayan vang dalam melakukan proses perdagangan tersebut tidak
dapat mengenyampingkan prinsip-prinsip tersebut.

Kabupaten Bungo memiliki visi dan mist tabhun 2016-2021 yaitu
"BUNGO MAJU DAN BSEJAHTERA" Maju merupakan cérminan
kabupaten Bungo yang unggul di bidang Pendidikan dan layanan
Kesehatan dengan ditunjang infrastruktur vang memadai dan
perekonomian daerah yang Tangguh. Sejahtera merupakan cerminati
masyarakal Kabupaten Bungo yvang berkepribadian dan hidup lavak

berkecukupan serta harmonis dalam kemajemukan. Berkaitan dengan
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misi Kabupaten Bungo pada poin pertama yaitu mengenail “peningkatan
pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan
ekonomi vang berkualitas®™ Misi tersebut diharapkan dalam menjacdi
upayva Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bungo. Salah satu upayva
vang dilakukan dalam pemenuhan hajat hidup bagi rakyat adalah
dilakukan dengan cara perdagangan. Dalam melakukan perdagangan
vang wmerupakan salah satu upayva yang dilakulkan Pemerintah
Kabupaten Burngo untuk mewujudkan misi Kabupaten Bungo tersebut
yvaitu dengan peningkatan produk-produk UMKM yang salah satunya

diperdagangkan pada pasar tradisional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Fasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal B

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pagal 10

Cukup Jelas

https:/fjdih. dprd-bungokab.go.id/



-2

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
asal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Prsal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
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Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Culaup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
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Prsal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR
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